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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM, 

HUKUM KETENAGAKERJAAN, TENAGA KERJA, PERUSAHAAN, 

PERJANJIAN KERJA, PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA, HUBUNGAN 

INDUSTRIAL DAN OMNIBUS LAW 

A. Tinjauan Pustaka Mengenai Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Satijipto Raharjo (2000, 98), menyatakan bahwa:  

“Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini 

bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. 

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu 

bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta 

antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut 

aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah 

cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari 

kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan 

moral. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni 

perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan 

segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang 

pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut 

untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota 

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang 

dianggap mewakili kepentingan masyarakat.” 

 

Satijipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang 

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat 

agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra (1993, 35), menyatakan bahwa:  
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“Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan 

yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan 

juga prediktif dan antisipatif.” 

 

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum 

tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan 

antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan 

hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek 

ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk 

ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. 

Natsir Asnawi (2015, 46), menyatakan bahwa:  

“Perlindungan hukum merupakan elemen mendasar dalam 

hukum. Perlindungan berkaitan dengan upaya penegakan dan 

pemulihan hak–hak keperdataan subjek hukum tertentu, maka 

perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya untuk 

menegakkan dan/atau memulihkan hak-hak keperdataan subjek 

hukum tertentu.” 

 

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada 

seseorang. Hubungan yang erat antara hak dan kewajiban adalah hak 

berpasangan dengan kewajiban, artinya apabila seseorang mempunyai hak, 

maka ia memiliki kewajiban kepada orang lain.  

Teori perlindungan hukum terkait dengan hukum ekonomi yang 

dibangun Salmond seperti ditegaskan Fitzgerald (Susanto, 2016), ciri-ciri 

yang melekat pada hak menurut hukum, yaitu:  

a. Hak yang dilekatkan kepada pemilik atau subjek dari hak 

itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas 

barang yang menjadi sasaran dari hak;  

b. Hak yang melekat kepada orang lain, yaitu yang menjadi 

pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat 

hubungan korelatif;  
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c. Hak yang terdapat dalam diri seseorang mewajibkan pihak 

lain untuk melakukan (commission) atau tidak melakukan 

sesuatu perbuatan (omission). Hal ini disebut sebagai isi 

hak;  

d. Commission atau omission itu menyangkut sesuatu yang 

bisa disebut sebagai objek dari hak; dan 

e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu 

peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu 

kepada pemiliknya.  

 

Natsir Asnawi (2015, 46), juga menyatakan bahwa:  

“Sarana hukum yang digunakan dalam perlindungan hukum 

antara lain adalah perundang-undangan serta asas-asas  hukum 

yang berhubungan dengan hukum perdata.” 

 

Hakekat perlindungan hukum internal adalah perlindungan hukum 

yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat kesepakatan, 

dimana pada saat mengemas klausul–klausul dalam kesepakatan, kedua 

belah pihak menginginkan agar kepentingannya terpenuhi atas dasar kata 

kesepakatan, termasuk pula segala bentuk resiko dapat dicegah melalui 

klausul–klausul yang dikemas atas dasar kesepakatan, sehingga dengan 

klausula tersebut para pihak akan memperoleh perlindungan hukum 

berimbang atas persetujuan mereka bersama. 

M. Isnaeni (2016, 16) berpendapat bahwa :  

“Sumber perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) 

macam yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan 

hukum internal.” 

 

Perlindungan hukum internal dapat diwujudkan oleh para pihak, 

disaat kedudukan hukum antara kedua pihak relatif seimbang dalam 

artinya mereka memiliki bargaining power yang berimbang, sehingga atas 

dasar hak asasi manusia, para pihak mempunyai keleluasaan untuk 
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menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Hal ini menjadi landasan 

saat para pihak menyusun klausul–klausul kesepakatan, sehingga 

perlindungan hukum dapat terwujud sesuai kebutuhan para pihak.  

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat 

regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah. Hakekat peraturan perundang 

-undangan harus seimbang dan tidak boleh berat sebelah. Secara 

proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang 

sedini mungkin kepada pihak lainnya. Sebab mungkin saja pada saat 

dibuatnya sebuah kesepakatan, pihak yang semula kuat itu justru menjadi 

pihak yang teraniaya. Misalnya, saat debitur melanggar hak kreditur, maka 

kreditur perlu perlindungan hukum juga. Kemasan peraturan perundang-

perundangan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara 

proporsional. 

2. Bentuk Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-

subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Muchsin (2003, 46), menyatakan bahwa :  

“Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan 

tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. 

Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta 

memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu 

kewajiban.” 
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Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan 

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum 

suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. 

Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum 

preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang 

didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya 

perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih 

bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada 

diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai 

perlindungan hukum preventif. 

b. Perlindungan Hukum Represif 

CST Kansil (1989, 35), menyatakan bahwa :  

“Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, 

dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah 

terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran 

hukum.” 

 

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan 

suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan 

Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori 

perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap 

tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena 

menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada 

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan 
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pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum 

terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan 

dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara 

hukum. 

3. Tujuan Perlindungan Hukum 

Muntakir (2009, 35) menyatakan bahwa perlindungan hukum 

bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang 

benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas 

tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan 

berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum 

sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya 

masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan 

cita hukum (Rechtidee) di dalam negara hukum (Rechtsstaat), dan bukan 

negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan 

kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, 

yaitu :  

a. Kepastian Hukum (Rechtssicherkeit); 

b. Kemanfaatan Hukum (Zeweckmassigkeit); 

c. Keadilan Hukum (Gerechtigkeit); dan 

d. Jaminan Hukum (Doelmatigkeit). 

 

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran 

yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan 

keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, 
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adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para 

perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan 

menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi 

penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, 

artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya 

kepastian hukum dan keadilan hukum. Hukum berfungsi sebagai 

perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia 

terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan 

hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah 

dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan 

hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan 

perlindungan yustisiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan. 

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya 

kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat 

mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum 

adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, 

kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan 

dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. 

Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan 

keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap 

individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum 

yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, 
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keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan 

keadilan. 

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan perlindungan hukum tidak 

hanya memperkuat substansi dan/atau arah tujuan hukum. namun fungsi 

hukum. Adapun fungsi hukum harus berfokus kepada pengatur dan 

perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. 

Pernyataan tersebut dibawa oleh Broinslaw Malinowski yang 

menyatakan bahwa :  

“Hukum tidak hanya berperan dalam keadaan-keadaan yang 

penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum 

juga berperan pada aktivitas sehari-hari.” 

 

Peter Mahmud Marzuki (2008, 49), menyatakan bahwa :  

“Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-undang) 

maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat 

umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku 

dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan 

sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. 

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam 

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. 

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut 

menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian 

hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya 

aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan 

kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari 

kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang 

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 

boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap 

individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam 

undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam 

putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan 

hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.” 

 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan 

dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan 
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logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan 

logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain 

sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.  

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat 

berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. 

M. Djumhana dan R. Djubaedillah (2013, 59), menyatakan bahwa :  

“Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjada kepastian 

hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan 

aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau 

bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, 

pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal 

demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga 

akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus 

dipulihkan seperti sediakala.” 

 

Pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan 

batal itu, hal itu bakal berubah menjadi masalah politik antara pemerintah 

dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga 

perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak 

mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan 

batal oleh pengadilan tersebut. Sudah tentu hal semacam itu tidak 

memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai 

daya prediktibilitas. 

B. Tinjauan Pustaka Mengenai Hukum Ketenagakerjaan 

1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan 

Istilah hukum ketenagakerjaan dahulu disebut dengan hukum 

perburuhan yang merupakan terjemahan dari arbeidsrechts, namun 

keduanya memiliki arti yang berbeda dari segi substansi. 
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Pendapat beberapa ahli hukum mengenai hukum perburuhan, adalah 

sebagai berikut : (Sendjun H.Manulang, 1988) 

a. Menurut Molenaar  

Bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur 

hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja 

dengan tenaga kerja, dan antara tenaga kerja dengan penguasa. 

b. Menurut Mr. M. G. Levenbach 

Hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana 

pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan 

penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja 

itu. 

c. Menurut Mr. N. E. H. van Esveld 

Hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana 

pekerjaan itu dilakukan dibawah pimpinan, tetapi meliputi pula 

pekerjaan yang dilakukan oleh swa-pekerja yang melakukan pekerjaan 

atas tanggung jawab dan resiko sendiri. 

d. Menurut Prof. Iman Soepomo, S. H. 

Himpunan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak 

tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja 

pada orang lain dengan menerima upah. 

Berdasarkan pengertian hukum perburuhan yang diberikan oleh para 

ahli hukum tersebut, maka hukum perburuhan setidak-tidaknya 

mengandung unsur : 
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a. Himpunan peraturan (baik tertulis maupun tidak tertulis); 

b. Berkenaan dengan suatu kejadian/pergistiwa; 

c. Seseorang bekerja pada orang lain; dan 

d. Upah. 

Lalu Husni, menyatakan bahwa : (Husni, 2010) 

“Perubahan istilah hukum perburuhan menjadi hukum 

ketenagakerjaan terdapat perbedaan cakupan. Dari unsur-unsur 

di atas, diketahui bahwa hukum perburuhan hanya menyangkut 

peraturan yang mengatur hubungan hukum di dalam hubungan 

kerja, sedangkan cakupan hukum ketenagakerjaan menjadi 

lebih luas. Hukum ketenagakerjaan tidak hanya aspek hukum 

yang berhubungan dengan hubungan kerja saja, tetapi baik 

sebelum, selama, atau sesudah hubungan kerja.” 

 

2. Pengertian Ketenagakerjaan 

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa : 

“Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan 

tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa 

kerja.” 

 

Berdasarkan pengertian Ketenagakerjaan tersebut, menurut Lalu 

Husni menyatakan bahwa Hukum Ketenagakerjaan adalah semua 

pengaturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum 

bekerja, selama atau dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja. 

Menurut Sendjun H. Manulang dalam bukunya menyatakan bahwa, 

tujuan diadakan hukum ketenagakerjaan adalah : (Sendjun H.Manulang, 

1988) 

a. Untuk mencapai/melaksanakan keadilan sosial bidang 

ketenagakerjaan; dan 
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b. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang 

tidak terbatas dari pengusaha, misalnya dengan membuat 

atau menciptakan peraturanperaturan yang sifatnya 

memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-

wenang terhadap para tenaga kerja sebagai pihak yang 

lemah. 

 

C. Tinjauan Pustaka Mengenai Tenaga Kerja 

1. Pengertian Tenaga Kerja 

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 

Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa:  

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.” 

 

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa pengunaan 

istilah pekerja selalu diikuti dengan istilah buruh yang menandakan bahwa 

Undang-undang ini mengartikan dengan istilah maknanya sama. Dalam 

Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, memberikan pengertian: 

“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” 

 

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang 

melekat dari istilah pekerja atau buruh, yaitu sebagai berikut : (Midah, 

2010) 

a. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan 

angkatan kerja tetapi harus bekerja); 

b. Menerima imbalan/upah sebagai balas jasa atas 

pelaksanaan pekerjaan tersebut. 

 

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua 

kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. 
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Sedangkan menurut DR Payaman tenaga kerja adalah : (Subijanto, 

2011) 

“Penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang 

mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain 

seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praksis 

pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia 

hanya dibedakan oleh batas umur.” 

 

Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang 

mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau 

jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah 

ditetapkan oleh Undang-undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil 

atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. 

2. Klasifikasi Tenaga Kerja 

Pius Partanto, menyatakan bahwa : (Pius Partanto, 2001) 

“Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok 

menurut standar yang di tentukan.” 

 

Klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan akan ketenaga 

kerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah di tentukan 

yaitu: 

a. Berdasarkan Penduduk 

1) Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap 

dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. 

Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, 

mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka 

yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. 2) Bukan 
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tenaga kerja, bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap 

tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan 

bekerja. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 

2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang 

berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh 

kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan 

anak-anak. 

2) Bukan Tenaga Kerja 

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak 

mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. 

Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, 

mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di 

bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini 

adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak. 

b. Berdasarkan Batas Penduduk 

1) Angkatan Kerja 

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 

15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara 

tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. 

2) Bukan angkatan kerja  

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun 

ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah 

tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah anak sekolah 
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dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan para 

pengangguran sukarela. 

c. Berdasarkan Kualitas 

1) Tenaga kerja terdidik  

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki 

suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara 

sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: 

pengacara, dokter, guru, dan lain-lain. 

2) Tenaga kerja terlatih  

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki 

keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. 

Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang 

sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: 

apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain. 

3) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih 

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga 

kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, 

buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. 

3. Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja  

Setiap tenaga kerja atau buruh mempnyai hak untuk memperoleh 

perlindungan. Menurut Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003, menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk 

memperoleh perlindungan atas: 



 

 

44 

 

 

a. Keselamatan dan kesehatan kerja;  

b. Moral dan kesusilaan; dan  

c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia 

serta nilai-nilai agama. 

 

Darwin Prinst, menyatakan bahwa : (Darwin Prinst, 2012) 

“Yang dimaksud dengan hak di sini adalah sesuatu yang harus 

diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau 

status dari seseorang, sedangkan kewajiban adalah suatu 

prestasi baik berupa benda atau jasa yang harus dilakukan oleh 

seseorang karena kedudukan atau statusnya.” 

 

Mengenai hak-hak bagi pekerja adalah sebagai berikut : 

a. Hak mendapat upah atau gaji (Pasal 1602 KUH Perdata, 

Pasal 88 sampai dengan 97 Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahu 1981 tentang 

Perlindungan Upah); 

b. Hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi 

kemanusiaan (Pasal 4 Undang-Undang Tenaga Kerja No. 

13 Tahun 2003); 

c. Hak bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai bakat dan 

kemampuannya (Pasal 5 Undang-Undang Tenaga Kerja 

No. 13 Tahun 2003); 

d. Hak atas pembinaan keahlian kejuruan untuk memperoleh 

serta menambah keahlian dan keterampilan lagi (Pasal 9- 

30 Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003); 

e. Hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, 

kesehatan serta perlakuan yang sesuai dengan martabat 

manusia dan moral agama (Pasal 3 Undang-Undang No. 3 

Tahun 1992 tentang Jamsostek); 

f. Hak mendirikan dan menjadi anggota Perserikatan Tenaga 

Kerja (Pasal 104 Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 

Tahun 2003); 

g. Hak atas istirahat tahunan, tiap-tiap kali setelah ia 

mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan berturut-turut 

pada satu majikan atau beberapa majikan dari satu 

organisasi majikan (Pasal 79 Undang-Undang Tenaga 

Kerja No. 13 Tahun 2003);  

h. Hak atas upah penuh selama istirahat tahunan (Pasal 88-98 

Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003); 

i. Hak atas suatu pembayaran tahunan, bila pada saat 

diputuskan hubungan kerja ia sudah mempunyai sedikitnya 

enam bulan terhitung dari saat ia berhak atas istirahat 

tahunan yang terakhir, yaitu dalam hal bila hubungna kerja 
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diputuskan oleh majikan tanpa alasan-alasan mendesak 

yang diberikan oleh buruh, atau oleh buruh karena alas an-

alasan mendesak yang diberikan oleh majikan (Pasal 150- 

172 Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003); 

dan 

j. Hak untuk melakukan perundangan atau penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial melalui bipartit, mediasi, 

kosiliasi, arbitrase dan penyelesaian melalui pengadilan 

(Pasal 6-115 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial). 

 

Dari sudut tenaga kerja, mempunyai hak serta kewajiban dalam 

pelaksanaan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dalam melakukan 

pekerjaan adalah sebagai berikut : 

a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai 

pengawas atau ahli keselamatan kerja; 

b. Memakai alat keselamatan kerja; dan 

c. Memenuhi dan menaati persyaratan keselamatan di tempat kerja. 

Hak-hak tenaga kerja adalah : (Husni, 2008) 

a. Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan 

tersebut agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan 

kesehatan kerja yang diwajibkan di tempat kerja yang 

bersangkutan; dan 

b. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat 

keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan 

diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan, kesuali 

dalam batas-batas yang masih dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

D. Tinjauan Pustaka Mengenai Perusahaan 

1. Pengertian Pengusaha 

Menurut Pasak 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pengusaha adalah:  
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a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; 

b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan 

miliknya;  

c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

berada di indonesia mewakili perusahaan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar 

wilayah indonesia. 

 

2. Pengertian Perusahaan 

R. Soekardono, menyatakan bahwa : (Soekardono, 1983) 

“Istilah perusahaan merupakan istilah yang menggantikan 

istilah pedagang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 s/d 5 WvK 

lama. Istilah perusahaan yang menggantikan istilah pedagang 

mempunyai arti yang lebih luas.” 

 

Banyak orang dahulu menjalankan perusahaan dalam pengertian 

menurut S. 1938 No. 276, tetapi tidak termasuk dalam pengertian 

pedagang menurut Pasal 2 KUHD lama. 

Berbagai sarjana mengemukakan pengertian tentang perusahaan, 

seperti Molengraaff, sebagaimana dikutip R. Soekardono, menyatakan 

bahwa  : (Abdulkadir Muhammad, 2013) 

“Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan 

secara terus-menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh 

penghasilan, dengan cara memperniagakan/memperdagangkan, 

menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian 

perdagangan.” 

 

Perusahaan, menurut pembentuk Undang-Undang adalah perbuatan 

yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam 

kedudukan tertentu dan untuk mencari laba. Kegiatan yang dilakukan 

dengan maksud untuk mencari keuntungan tersebut termasuk kegiatan 

ekonomi. 
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Rumusan-rumusan definisi perusahaan di atas diperkuat oleh banyak 

ahli di bidang Hukum Dagang atau Hukum Bisnis, seperti Sri Redjeki 

Hartono yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi pada hakekatnya 

adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang 

mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan : 

(Hartono, 2000) 

a. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-

putus;  

b. Seacara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan 

illegal); dan  

c. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh 

keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain. 

 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 

Perusahaan memberi definisi perusahaan sebagai berikut :  

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan 

setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan 

didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara 

Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau 

laba.” 

 

Definisi tersebut jika dibandingkan dengan definisi yang 

dikemukakan oleh Molengraaff dan Polak dapat dikatakan lebih sempurna, 

karena dalam definisi tersebut terdapat tambahan adanya bentuk usaha 

(badan usaha) yang menjalankan jenis usaha (kegiatan dalam bidang 

perekonomian), sedangkan unsur-unsur lain terpenuhi juga. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan 

dalam Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa : 

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan 

kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh 

keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh 
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orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan 

hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan 

berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.” 

 

Definisi-definisi tentang perusahaan di atas agak berbeda dengan 

definisi yang diberikan dalam beberapa undang-undang, seperti dalam 

Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Perbedaan terletak pada tujuannya, yaitu 

bahwa dalam kedua undangundang tersebut perusahaan tidak mesti harus 

mencari keuntungan tetapi juga termasuk yang bertujuan dalam bidang 

sosial. 

3. Tanggung Jawab Pengusaha / Perusahaan Kepada Pekerja 

Abdul Aziz, menyatakan bahwa : (Aziz, 2013) 

“Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social 

responsibility (selanjutnya akan di singkat CSR) adalah suatu 

konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah 

memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, 

pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala 

aspek operasional perusahaan.” 

 

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban untuk 

mengambil tindakan yang melindungi dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara keseluruhan serta kepentingan organisasi. 

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

dinyatakan bahwa : (Famiola, 2013) 

“Corporate Social Responsibility adalah komitmen bisnis 

untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, 

keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas-komunitas 

setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan, dalam 

rangka meningkatkan kualitas kehidupan.” 
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Tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan secara 

sederhana sebagai suatu konsep yang mewajibkan perusahaan untuk 

memenuhi dan memperhatikan kepentingan para stakeholder dalam 

kegiatan operasinya mencari keuntungan. Stakeholder yang di maksud 

diantaranya adalah para share holder, karyawan (buruh), customer, 

komunitas lokal, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan 

lain sebagainya. 

4. Kewajiban Pengusaha/Perusahaan Kepada Pekerja  

Hans Kelsen, menyatakan bahwa : (Hans Kelsen, 2006) 

“Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Hak 

memberikan kenikmatan dan keluasan kepada individu dalam 

melaksanakannya.” 

 

Sukdikno Mertokusumo, menyatakan bahwa : (Sukdikno 

Mertokusumo, 2005) 

“Kewajiban merupakan norma hukum positif yang 

memerintahkan perilaku individu dengan menetapkan sanksi 

atas perilaku yang sebaliknya.” 

 

Konsep kewajiban hukum pada dasarnya terkait dengan konsep 

sanksi. Subyek dari suatu kewajiban hukum adalah individu yang 

perilakunya bisa menjadi syarat pengenaan sanksi sebagai 

konsekuensinya. Hak dan kewajiban bukan merupakan kumpulan 

peraturan atau kaidah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan 

dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban 

pihak lawan. Hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan 

kepada seseorang oleh hukum. 
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Kewajiban pemberi kerja tersebut antara lain sebagai berikut : 

a. Memberikan izin kepada buruh untuk beristirahat, menjalankan 

kewajiban menurut agamanya; 

b. Dilarang memperkerjakan buruh lebih dari 7 jam sehari (untuk hari 

kerja selama 6 hari) atau 8 jam sehari (untuk hari kerja selama 5 hari) 

dan 40 jam seminggu, kecuali ada izin penyimpangan; 

c. Tidak boleh mengadakan diskriminasi upah laki/laki dan perempuan; 

d. Bagi perusahaan yang memperkerjakan 25 orang buruh atau lebih 

wajib membuat peraturan perusahaan; 

e. Wajib membayar upah pekerja pada saat istirahat/libur pada hari libur 

resmi; 

f. Wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja yang 

telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih; 

dan 

g. Wajib mengikutsertakan dalam program Jamsostek. 

E. Tinjauan Pustaka Mengenai Perjanjian Kerja 

1. Pengertian Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja dalam bahasa belanda disebut Arbeidsoverenkoms. 

Pasal 1601a KUH Perdata memberikan pengertian perjanjian kerja adalah : 

“Suatu perjanjian dimana pihak kesatu (siburuh), mengikatkan 

dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan 

untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan 

menerima upah.” 

 

Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian bahwa : 
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“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja atau 

buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yan memuat syarat – 

syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.” 

 

Selain pengertian tersebut di atas, beberapa pengertian perjanjian 

kerja yang diungkapkan oleh para sarjana antara lain : (Husni, 2010) 

a. Imam Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah 

suatu perjanjian kerja dimana pihak kesatu (buruh), 

mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari 

pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri 

untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah; 

b. Subekti mendefinisikan perjanjian kerja adalah perjanjian 

antara seorang buruh dengan seorang majikan yang 

ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu 

yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas 

(dienstverhoeding) dimana pihak majikan berhak 

memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak 

lainnya; dan 

c. Menurut Endah Pujiastuti pengertian perjanjian kerja 

adalah suatu bentuk persetujuan antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh, sehingga perjanjian kerja tidak ditarik 

kembali dan atau diubah, kecuali atas persetujuan para 

pihak. 

 

Pengertian tersebut dapat diulas secara ringkas dalam perjanjian 

kerja ada keterikatan seseorang (pekerja/buruh) kepada orang lain 

(pengusaha) untuk bekerja di bawah perintah dengan menerima upah. 

Imbalan yang dimaksud adalah berupa barang atau benda yang 

nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan pengusaha dengan pekerja 

buruh. Unsur-unsur yang ada dalam pengertian pekerja/buruh adalah :  

a. Bekerja pada orang lain; 

b. Di bawah perintah orang lain; dan 

c. Mendapat upah. 
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2. Syarat-Syarat Perjanjian Kerja 

Suatu perjanjian kerja yang berdasarkan pada ketentuan dalam 

Undang-Undang RI No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat 

dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian Pasal 

52 ayat (1) Undang-Undang RI No 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menentukan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar : 

(Abdul Khakim, 2014) 

a. Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut 

kesepakatan bagi yang mengikatkan dirinya maksudnya, 

bahwa pihak – pihak yang mengadakan perjanjian kerja 

harus setuju/sepakat mengenai hal – hal yang diperjanjikan; 

b. Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak yang 

membuat perjanjian kerja maksudnya pihak pekerja 

maupun pihak pengusaha cakap membuat perjanjian. 

Seseorang cakap membuat perjanjian jika yang 

bersangkutan telah cukup umur. Ketentuan Pasal 1 angka 

26 Undang – Undang Ketenagakerjaan memberikan 

batasan umur minimal 18 tahun bagi seseorang yang 

dianggap cakap membuat perjanjian kerja. Lebih lanjut 

dalam Pasal 69 Undang – Undang Ketenagakerjaan 

memberikan pengecualian bagi anak yang berumur 13 

tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan 

ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan 

kesehatan fisik, mental dan sosial. Selain itu seseorang 

dikatakan cakap membuat perjanjian jika orang tersebut 

tidak terganggu jiwanya/waras;  

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dalam istilah Pasal 

1320 KUH Perdata adalah hal tertentu. Pekerjaan yang 

diperjanjikan adalah objek dari perjanjian antara pekerja 

dengan pengusaha, yang akibat hukumnya melahirkan hak 

dan kewajibanpara pihak; dan 

d. Jenis pekerjaan yang diperjanjikan merupakan salah satu 

unsur perjanjian kerja yang harus disebutkan secara jelas, 

dimana obyek perjanjian (pekerjaan) harus halal yakni 

tidak boleh bertentangan dengan undang - undang, 

ketertiban umum dan kesusilaan. 
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Berdasarkan pengertian perjanjian kerja dan syarat-syarat sahnya 

suatu perjanjian kerja dapat ditarik beberapa unsur dari perjanjian kerja, 

yaitu : (Pujiastuti, 2015) 

a. Adanya unsur peintah menimbulkan adanya pimpinan 

orang lain. Unsur peintah ini memegang peranan penting 

dalam sebuah perjanjian kerja, sebab tanpa adanya perintah 

maka tidak ada perjanjian kerja. Unsur perintah inilah yang 

membedakan hubungan kerja atas dasar perjanjiann kerja 

dengan hubungan lainnya; 

b. Pekerjaan yang diperjanjikan merupakan objek perjanjian 

antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Pekerjaan tersebut 

harus ada dan dilakukan sendiri oleh pekerja/buruh atas 

perintah pengusaha. Tidak adanya unsur pekerjaan dapat 

mengakibatkan perjajian kerja tersebut batal demi hukum; 

dan 

c. Upah merupakan unsur penting dalam hubungan kerja. 

Upah ini adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai dalam bentuk 

imbalan dari pengusaha dan pemberi kerja, kesepakatan 

atau peraturan perundang-udangan, termasuk tujangan bagi 

pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan / 

jasa yang telah atau akan dilakukan. 

 

Kesepakatan kedua belah pihak dan kemampuan atau kecakapan 

melakukan perbuatan hukum disebut syarat subyektif, karena syarat 

tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum sedangkan suatu hal tertentu 

dan suatu sebab yang diperkenankan disebut syarat obyektif karena syarat 

ini harus dipenuhi oleh obyek hukum perjanjian. Apabila terjadi dimana 

perjanjian kerja itu tidak memenuhi syarat subyektif, maka perjanjian kerja 

itu dapat dibatalkan, artinya perjanjian itu menjadi batal jika ada yang 

memohonkan pembatalan. Kemudian apabila perjanjian kerja tidak 

memenuhi syarat obyektif, perjanjian itu batal demi hukum artinya dari 

semula dianggap tidak pernah ada perjanjian atau perikatan. 
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3. Jenis Perjanjian Kerja 

a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

Perjanjian kerja waktu tertentu merupakan perjanjian kerja yang 

didasarkan atas jangka waktu atau selesainya sesuatu pekerjaan. 

Perjanjian kerja ini berlaku sesuai dengan yang telah ditentukan dalam 

perjanjian kerja. Bila jangka waktunya habis maka dengan sendirinya 

perjanjian kerja berakhir sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja. 

Perjanjian kerja waktu tertentu juga dapat berakhir dengan selesainya 

suatu pekerjaan. Perjanjian kerja waktu tertentu menurut Pasal 59 ayat 

(1) Undang - Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

adalah pekerjaan waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan 

tertentu yang menurut jenis dan sifatnya atau kegiatan prakteknya akan 

selesai dalam waktu tertentu yaitu : 

1) Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya; 

2) Pekerjaannya yang diperkirakan penyelesaiannya dalam 

waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun; 

3) Pekerjaan yang musiman; dan 

4) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, 

kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam 

percobaan atau penjajagan. 

 

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta 

Kerja menentukan bahwa : 

1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara 

tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan 

huruf latín; 

2) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam 

bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian 

terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, yang 

berlaku perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat 

dalam bahasa Indonesia. 
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Mengenai masa percobaan tidak diterapkan dalam perjanjian 

kerja dalam waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 

menentukan bahwa : 

1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat 

mensyaratkan adanya masa percobaan kerja; dan 

2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan 

kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan 

masa kerja tetap dihitung. 

 

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menentukan bahwa : 

1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat 

untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau 

kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, 

yaitu sebagai berikut :  

a) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara 

sifatnya;  

b) Pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam 

waktu yang tidak terlalu lama;  

c) Pekerjaan yang bersifat musiman;  

d) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, 

kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih 

dalam percobaan atau penjajakan; atau  

e) Pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya 

bersifat tidak tetap.  

2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat 

diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap; 

3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (21 demi hukum menjadi perjanjian kerja 

waktu tidak tertentu; dan 

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau 

kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu 

perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. 

 

b. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) 
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Perjanjian kerja waktu tidak tertentu merupakan perjanjian kerja 

antara pekerja/ buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan 

kerja yang sifatnya tetap. Perjanjian kerja ini dibuat untuk waktu tidak 

tertentu yaitu tidak dibatasi jangka waktunya. Pada perjanjian kerja 

waktu tidak tertentu boleh mensyarakat masa percobaan. Masa 

percobaan ini merupakan masa atau waktu menilai kinerja dan 

kesungguhan, keahlian seseorang pekerja. Sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang RI No 13 Tahun 2003 Pasal 60 ayat (1) masa 

percobaan paling lama 3 bulan. 

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja, perubahan PKWT menjadi 

PKWTT merupakan akibat dari ketidakcermatan dari penyusunan 

perjanjian kerja. Sehingga dapat berakibat merugikan perusahaan baik 

secara yuridis dan ekonomis. 

Ketentuan mengenai perubahan PKWT menjadi PKWTT telah 

diatur dalam Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (7) Undang –undang 

RI No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 15 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor Kep 100/Men/VI/2004 tentang ketentuan 

pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yaitu : 

1) PKWT yang tidak tertulis bertentangan dengan Pasal 57 

ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan; 

2) PKWT yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat 

(1), (2), (4), (5), dan (6) Undang – Undang RI Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 
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3) PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia 

(Pasal 15 ayat (1) Kep.Menakertrans Republik 

Indonesia Nomo 100/Men/VI/2004; 

4)  PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 

(2) dan Pasal 5 ayat (2) Kep.Menakertrans Republik 

Indonesia Nomo 100/Men/VI/2004; 

5) Dalam hal PKWT dilakukan untuk melakukan 

pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru 

menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan 

(3)Kep.Menakertrans Republik Indonesia Nomo 

100/Men/VI/2004; 

6) Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa 

tenggang 30 hari setelah berakhirnya perpanjangan 

PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 Kep.Menakertrans Republik 

Indonesia Nomo 100/Men/VI/2004. 

 

Sebagai konsekuensi hukum atas perubahan di atas apabila 

pengusaha mengakhiri hubungan kerja, hak-hak pekerja/buruh dan 

prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan bagi PKWT. 

4. Berakhirnya Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja berakhir apabila : (Pujiastuti, 2015) 

a. Pekerja meninggal dunia Perjanjian kerja akan berakhir jika 

pekerja meninggal dunia, namun perjanjian kerja tidak 

berakhir jika pengusaha meninggal dunia; 

b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 

c. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau 

penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

dan 

d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan 

dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau 

perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan 

berakhirnya hubungan kerja. 

 

Perjanjian kerja tidak berakhir dikarenakan meninggalnya pengusaha 

atau pengalihan hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, 
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pewarisan, atau hibah. Dalam pengalihan perusahaan maka hak-hak 

pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan 

lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak 

pekerja/buruh. 

Dalam Pasal 62 Undang-undang RI No 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan mengatur apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan 

kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian 

kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang 

mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak 

lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya 

jangka waktu perjanjian kerja. Hal ini merupakan asas fairness (keadilan) 

yang berlaku baik pengusaha maupun pekerja agar kedua saling mematuhi 

dan melaksanakan perjanjian kerja yang telah dibuat dan ditandatangani. 

Berakhirnya perjanjian kerja diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menentukan bahwa : 

a. Perjanjian kerja berakhir apabila : 

1) Pekerja/buruh meninggal dunia; 

2) Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;  

3) Selesainya suatu pekerjaan tertentu;  

4) Adanya putusan pengadilan danf atau putusan lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau  

5) Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang 

dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat 

menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. 

b. Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya 

pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang 

disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah; 
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c. Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, hak-hak 

pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, 

kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang 

tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh; 

d. Dalam hal pengusaha orang perseorangan meninggal dunia, 

ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah 

merundingkan dengan pekerja/buruh; dan 

e. Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris 

pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur 

dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian 

kerja bersama. 

 

F. Tinjauan Pustaka Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja 

1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja 

Pasal 1 angka 25 Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan disebutkan bahwa : 

“Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan 

kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan 

berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan 

pengusaha.” 

 

Pemutusan hubungan kerja karena berakhirnya waktu yang telah 

ditetapkan dalam perjanjian kerja, tidak menimbulkan permasalahan 

terhadap kedua belah pihak, karena para pihak telah menyepakati kapan 

berakhirnya hubungan kerja tersebut. Namun lain halnya terhadap 

pemutusan hubungan kerja yang disebabkan adanya perselisihan, alasan 

pemutusan hubungan kerja yang disebabkan adanya perselisihan akan 

berdampak pada kedua belah pihak. Dampak tersebut lebih dirasakan oleh 

pihak pekerja/buruh, karena mempunyai kedudukan yang lebih lemah 

dibandingkan dengan kedudukan pengusaha. Bagi pekerja/buruh, 
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pemutusan hubungan kerja akan memberikan pengaruh secara psikologis, 

ekonomi, dan finansial. 

Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 

Cipta Kerja menyatakan bahwa Pengusaha dilarang melakukan pemutusan 

hubungan kerja kepada pekerja/buruh dengan alasan : 

a. Berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan 

dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan 

secara terus-menerus; 

b. Berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi 

kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

c. Menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;  

d. Menikah;  

e. Hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui 

bayinya;  

f. Mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan 

dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan;  

g. Mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengururs serikat 

pekerjalserikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan 

serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di 

dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau 

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;  

h. Mengadukan pengusaha kepada pihak yang berwajib 

mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak 

pidana kejahatan;  

i. Berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, 

golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status 

perkawinan; dan  

j. Dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, 

atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat 

keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya 

belum dapat dipastikan. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pemutusan 

Hubungan Kerja terbaru, ketika perusahaan ingin melakukan pemutusan 

hubungan kerja atau PHK pada karyawan, perusahaan harus 

memberitahukan pada pekerja tersebut paling lambat 14 hari sebelum 
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PHK. Ketika pemutusan hubungan kerja dalam masa percobaan atau 

probation, surat pemberitahuan tersebut harus disampaikan selambat-

lambatnya 7 hari sebelum tanggal PHK. 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pemutusan 

Hubungan Kerja  menyatakan bahwa ketika karyawan tidak menolak 

PHK, perusahaan harus melaporkan status PHK tersebut pada 

Kementerian Ketenagakerjaan dan atau dinas yang mengurus bidang 

ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kota atau kabupaten. 

2. Alasan Pemutusan Hubungan Kerja 

Pemutusan hubungan kerja dapat dikelompokan dalam beberapa 

jenis yaitu : (Pujiastuti, 2015) 

a. Pengusaha berhak melakukan PHK terhadap pekerja/buruh 

apabila berbagai upaya pencegahan dan pembinaan sudah 

dilakukan. Bahwa PHK tidak dapat dihindari maksudnya 

PHK wajib dirundingkan terlebih dahulu. Apabila 

perundingam benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, 

pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja 

dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari 

Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial(PPHI); 

b. Pekerja/buruh berhak untuk memutuskan hubungan kerja 

dengan pihak pengusaha karena pada prinsipnya 

pekerja/buruh tidak boleh dipaksakan untuk bekerja terus-

menerus bilamana ia sendiri tidak menghendakinnya. 

Dalam hal ini yang aktif untuk meminta diputuskan 

hubungan kerjanya adalah dari pekerja/buruh itu sendiri; 

c. Hubungan kerja putus demi hukum maksudnya hubungan 

kerja tersebut harus putus dengan sendirinya dan kepada 

pekerja/buruh serta pengusaha tidak perlu mendapatkan 

penetapan PHK dari PPHI. PHK ini terjadi bukan atas 

kedudukan pekerja/buruh ataupun pengusaha tetapi semata-

mata karena keadaan, ketentuan perundang-undangan, 

karena telah disepakati dalam perjanjian kerja. 
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Adapun alasan yang dipandang sebagai alasan yang cukup kuat 

untuk menunjang pembenaran pemutusan hubungan kerja yang dilakukan 

oleh pengusaha/majikan atas diri seorang atau beberapa orang 

karyawan/pekerja//buruh pada dasarnya diatur dalam Pasal 151 Undang-

Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebut alasan 

untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, sebagai berikut : 

a. Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, 

dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan 

agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja; 

b. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan 

kerja tidak dapat dihindari, maka dimaksud pemutusan 

hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan 

serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh 

yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat 

pekerja/serikat buruh; dan 

c. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) benarbenar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha 

hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan 

pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

 

Alasan pemutusan hubungan kerja juga diatur dalam Pasal 154A 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang 

menentukan bahwa phk dapat terjadi karena alasan : 

a. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, 

pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan 

pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja 

atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh;  

b. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan 

perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan 

yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian; 

c. Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan 

mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) 

tahun;  

d. Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force 

majeur); 
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e. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban 

pembayaran utang;  

f. Perusahaan pailit;  

g. Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang 

diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha 

melakukan perbuatan sebagai berikut : 

1) Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam 

pekerja/ buruh; 

2) Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan;  

3) Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah 

ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 

lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat 

waktu sesudah itu;  

4) Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan 

kepada pekerja/ buruh;  

5) Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan 

pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau  

6) Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, 

keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh 

sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada 

perjanjian kerja. 

 

G. Tinjauan Pustaka Mengenai Omnibus Law 

1. Pengertian Omnibus Law 

Pengertian yang terdapat dalam kamus hukum edisi Sembilan yang 

ditulis oleh Bryan A, Garner menyatakan bahwa pengertian omnibus law 

itu sendiri yaitu  relating to or dealing with numerous object or item at 

once; including many things or having varius purposes, yang mana 

memiliki tafsir terdapat kaitan atau selaras dengan sejumlah obyek atau 

suatu hal sekaligus, juga berbagai hal yang mempunyai maksud yang 

sama. Jika dibenturkan dengan kata law maka bisa ditafsirkan sebagai 

hukum yang hadir dan ditujukan untuk semua. (Rahardjo, 1981) 
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Kamus hukum edisi sebelas mendudukan makna omnibus law yakni 

suatu mekanisme untuk menyelesaikan sejumlah aturan dan policy 

sebagaimana termaktub dalam aturan, dan aturan tersebut dituangkan ke 

dalam satu regulasi yang mengatur berbagai hal dalam satu sektor. 

(Hendry Campbell, 2019) 

Sejumlah ahli hukum telah memberikan defenisi dan konsep 

tersendiri terkait omnibus law satu diantaranya adalah Fachi Bachmid yang 

menarasikan bahwa omnibus law yaitu suatu metode dalam keilmuan 

hokum yang bertujuan untuk menyatukan berbagai subtansi, subyek dan 

aturan dalam tiap sektor yang tidak sama untuk disatukan dalam suatu 

produk hukum yang terintegrasi satu sama lain. (Manan, 1997) 

Patrick Keyzer mendudukan bahwa Omnibus is a latin word that 

means all or for everything, sehingga an om nibus law is a alw that covers 

a number of diverse or unrelated topics. (Keyzer, 2020) 

Omnibus diserap dari latin language yang kemudian dipakai untuk 

beberapa terminology dalam ilmu hukum. Sejatinya kata omnibus dalam 

penggunaannya selalu diikuti dengan kata law padahal kedua kata tersebut 

sangat jarang digabungkan bahkan di dalam kamus hukum internasional 

tidak ada defenisi baku. Pada dasarnya kata yang kerap dipakai adalah 

omnibus bill. Yang mana dalam Black‟s Law Dictionary adalah suatu buku 

yang memiliki substansi berupa defenisi berbagai kata, frasa dalam bahasa 

Amerika latin dan juga hukum di Inggris. Ketika dibenturkan dengan 

sistem hukum yang berlaku, maka kata omnibus cenderung relevan dengan 
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praktik hukum di Negara Paman Sam dan Inggris hal ini disebabkan ke 

dua Negara tersebut menggunakan tradisi hukum Anglo Saxon (Common 

law system). Sedangkan Indonesia mengilhami sistem hukum peninggalan 

colonial yakni sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law System). 

Implementasi konsep omnibus law dimulai dari tahun 1970 hal ini 

sebagaimana dikemukakan oleh S Krutz bahwa omnibus law 

diimplementasikan dalam hal menyusun aturan dalam bahasa inggris 

dinarasikan bahwa omnibus legislation has proliferated since nineteen 

seventy sekalipun dalam implementasinya di Indonesia omnibus law baru 

saja diterapkan dalam mekanisme rule making yang mana tekniknya 

adalah dengan merevisi sejumlah aturan yang berada dalam satu sektor 

dengan undangundang yang telah diberlakukan. (Krutz, 2001) 

Legislator menyadari bahwa terdapat dualism hukum di Indonesia 

sehingga dalam mengimplementasikan metode omnibus law perlu 

kehatihatian yang tinggi tentunya dengan proses standarisasi dari dualism 

hukum yang diberlakukan di Indonesia  hal ini dikarenakan dikotomi 

hukum antara common law dan civil law system tidak lagi memiliki garis 

demarkasi yang kuat. Indonesia sebagai Negara yang menggabungkan 

beberapa sistem hukum dapat mentransplantasikan konsep omnibus law itu 

sendiri. (Mauna, 2013) 

2. Sejarah Omnibus Law 

Secara historis omnibus law tumbuh dan berkemabang dalam tradisi 

Negara yang menganut common law system. Metode ini dianggap sebagai 
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cara yang paling efisien untuk menyelesaikan berbagai masalah over 

regulasi di berbagai negara karena dapat mengubah dan mencabut 

beberapa undangundang dan dijadikan dalam satu aturan yang baku. 

Mulanya metode ini berkembang di negara paman sam, England, Canada, 

dll. Kontekstulasasinya adalah untuk memberikan penawaran 

menyelesaikan sejumlah masalah yang diakibatkan oleh banyaknya 

regulasi dan antinomi hukum. Problematika dimaksud jika di selesaikan 

dengan hal yang biasa maka tidak dapat dilakukan dengan waktu yang 

cepat juga memerlukan sejumlah anggaran yang banyak. Ditambah dengan 

mekanisme dalam proses merancang dan membentuk per-UU-an yang 

kerap kali menciptakan deadlock atau tidak selaras dengan kepentingan 

masyarakat. (Busroh, 2017) 

Perbandingan dengan negara lain yang menggunakan konsep 

omnibus law yaitu Serbia yang di tahun 2002 memberikan pengaturan 

terhapap otonomi Provinsi Vojvodina. Pada saat itu regulasi yang 

diproduk keberlakuannya meliputi pemerintah Vojvodina dan mengatur 

terkait education, culture, healthy, sanitation, media, social protection, 

sport. Tidak hanya Serbia yang menerapkan konsep omnibus law. Dalam 

salah satu media disebutkan bahwa omnibus law telah digunakan oleh 

beberapa Negara seperti Spanyol, Selandia Baru, Jepang, Hungaria, 

Republik Slovakia, Belgia, Kanada, Cili, dll. 

 

 


